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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan
masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan
berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012
maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini
memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat
dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur
berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana

prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pelayanannya maka perlu
diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik
terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB
No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil
SKM vyang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat.
Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi



penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas
pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
e Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap
mutu dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian di Pemda DIY yang telah diberikan
oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;



Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Kepegawaian

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei
Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan
Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tim Kegiatan Pencapaian Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan lembar kuesioner manual dan formulir kuesioner
online yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan
sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan
unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.



Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan
masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk

benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu

jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai

penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara

ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan

yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu)

tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 8 (delapan)

bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.

Kegiatan Waktu Pelaksanaan = Jumlah Hari Kerja
Persiapan Januari 2023 5
Pengumpulan Data Januari-Agustus 2023 203
Pengolahan Data dan Analisis Hasil Agustus 2023 2
Penyusunan dan Pelaporan Hasil Agustus 2023 2



2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima
layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan periode survei sebelumnya. lJika dilihat dari
perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada
Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun
adalah sebanyak 3000 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis
pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and
Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang

harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 252 orang.

Kepuasan Masyarakat pada Biro Organisasi SETDA DIY.
Populasi(N) | Sampel (n) |Populasi(N)| Sampel (n) [Populasi(N)| Sampel(n)
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 1700 313
40 36 280 162 1800 317
45 40 290 165 1900 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 331
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
8o 66 420 201 3500 346
85 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 80 500 217 6000 361
110 86 550 226 7000 364
120 92 600 234 8000 367
130 97 650 242 9000 368




BAB Il

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

diperoleh yaitu 252 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang

No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 | JENISKELAMIN | LAKI 136 54%
PEREMPUAN 116 46%
2 | PENDIDIKAN SD KE BAWAH 5 2%
SLTP 3 1%
SLTA 33 13%
DIl 15 6%
Sl 143 57%
S2 53 21%
3 | PEKERJAAN PNS 230 91%
TNI 0 0%
SWASTA 18 7%
WIRAUSAHA 1 0%
LAINNYA 3 1%
4 | JENIS LAYANAN | LAYANAN KARTU ISTRI DAN KARTU SUAMI | 17 7%
LAYANAN DOKUMENTASI PEGAWAI 2%
LAYANAN INFORMASI DATA PEGAWAI 2%
LAYANAN INFORMASI PUBLIK 20 8%
LAYANAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
SATYALANCANA KARYA SATYA KEPADA 9 4%
PNS
LAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI
SURAT IZIN PERJALANAN DINAS KE LUAR | 3 1%
NEGERI
LAYANAN PEMBERIAN SURAT IZIN
(CUTI/PERKAWINAN/ 1 5%
PERCERAIAN/KEPALA DESA/PERANGKAT
DESA)
LAYANAN PENGADUAN 5 2%




No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE

LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI | g9 4%
LAYANAN PENSIUN PNS 78 31%
LAYANAN PENYELESAIAN SK KENAIKAN

15 6%
PANGKAT PNS
LAYANAN PINDAH WILAYAH KERJA 62 25%
LAYANAN SELEKSI TENAGA BANTU 14 6%

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh

hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

Ul uz2 us u4q uUs ue u7 us U9
IKM per unsur 3,45 344 | 3,39 3,95 348 355 | 368 | 393 3,41
Kategori B B B A B B A A B
IKM Unit Layanan 88,76 (A atau Sangat Baik)

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

IKM per Unsur pada Badan Kepegawaian Daerah DIY

Tahun 2023
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BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

Terdapat tiga unsur yang mendapatkan nilai terendah, nilai paling rendah pertama
adalah Waktu Pelayanan dengan nilai 3,39, selanjutnya yang mendapatkan nilai
terendah kedua yaitu Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,41, serta nilai terendah
ketiga pada Prosedur pelayanan dengan nilai 3,44.

Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan
nilai tertinggi 3,95 dan Penanganan Pengaduan serta Perilaku Pelaksana

mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,93 dan 3,68.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai

kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan

dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

“SK Kurang Cepat, Sering Terlambat, mohon untuk di perbaiki sistemnya”.
“Tempat pelayanan/Ruang mohon untuk di perjelas”.

“dimaksimalkan pemeliharaan dan pengembangan aplikasinya”.

“Perlu ada Peningkatan Sarana dan Prasarana”.

“perlu adanya tambahan kotak saran”

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai

berikut :

Waktu penyelesaian pelayanan yang belum sesuai harapan dari pelanggan BKD DIY.
Hal ini dikarenakan dalam pelayananannya BKD DIY masih bergantung dengan pihak
eksternal seperti Badan Kepegawaian Negera dan Kementerian Dalam Negeri.
Sehingga dirasa susah memberikan estimasi kapan pembuatan Surat Kepeutusan
dapat selesai.

Sarana dan Prasarana di gedung sementara masih terbatas, saat ini BKD DIY dalam

tahapan pembangunan gedung di Jalan Kyai Mojo Nomor 56 Yogyakarta.



4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun
pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini
dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat koordinasi
Internal BKD DIY. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas
perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan,

kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut

perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

1 Prosedur Melakukan monitoring dan Vv Vv Tim Kerja
evaluasi terhadap Perencanaan dan
prosedur pelayanan Anggaran Badan

2 Sarana dan Telah dilakukan V' v V' V' Subbagian Umum

Prasarana pembangunan

Gedung/Kantor BKD DIY di
Jalan Kyai Mojo No 56
dengan estimasi

penyelesaian selama 3 tahun

3 Waktu Mengevaluasi kembali v v Tim Kerja
Pelayanan Standar Waktu Layanan yang Perencanaan dan
dicantumkan di Standar Anggaran Badan

Pelayanan dan memberikan
penjelasan pada calon
Penerima layanan tentang
waktu yang diperlukan dalam

memberikan layanan

10



4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat
perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan
survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk
melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan
pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren)
layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari
penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan

Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat melalui grafik berikut :

Nilai SKM Badan Kepegawaian Daerah DIY
Tahun 2019-2023

90.00 88.84 88.71 88.76
88.00 86.71
86.00
84.00
82.00 81.00
80.00
78.00
76.00

2019 2020 2021 2022 2023

=—I|KM

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan kualitas pelayanan

dari tahun 2019 hingga di tahun 2021, dimana penyelenggaraan pelayanan publik

11



mendapatkan nilai A dengan predikat “Sangat Baik”. Perkembangan nilai indeks kepuasan
masyarakat dari tahun 2021 hingga tahun 2022 terjadi penurunan, jika puncak nilai
tertinggi di tahun 2021 nilai yang di peroleh 88.84, tahun 2022 nilai IKM turun perlahan di
angka 88.71. Untuk di tahun 2023 terjadi kenaikan kualitas pelayanan dengan nilai IKM
88.76 dan kembali di raih predikat A dengan kualitas pelayanan publik “Sangat Baik. Ini
adalah bentuk konsistensi dari BKD DIY dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik

yang di berikan kepada masyarakat.

12



BABV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai

Januari hingga Agustus 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta, secara umum meningkat mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat
Baik dengan nilai SKM 88.76. Nllai SKM BKD DIY menunjukkan konsistensi
mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan diraihnya Predikat A (Sangat

Baik) dari tahun 2021 hingga 2023.

e Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas
perbaikan yaitu prosedur layanan, sarana dan prasarana, dan waktu pelayanan.
e Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan

Penanganan Pengaduan, dan Perilaku Pelaksana.

Yogyakarta, 4 September 2023
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY

St ,Jﬁ\'fj"?i‘}fwani, S.
““NIP. 196807131998032003

., M.Ec.Dev.
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LAMPIRAN
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1. Kuesioner

EUISISMER SURWVE] KEFUASAN MASYTARSKEAT (SEM]
FADE LT LAYANAN BADAN EEPEGAWSIAN DAERAH
PERERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOS VARARETA
rEEal Suree : J=m Surver : L0-312.0

] 13 00— 17.00

FROFIL
leniz Eelamin : [ [ =
Fen cidikan [ == [ == [ sma st HEE I E
Tapmriman : []eus [] ™ [[] eoum [] zwasTa

[] =irausaHs [0 wamnes

JEnis Ly n N O mME e
FENDAGPAT RESFOMNDEN TENTANG FELAYANARN
Lingkariigd kode oegdc rrsucd jawebon Soudong

1 EEPULSEN TERHADAF KUALITAS FELAVARNAM

M Urnsur Fermilsizan
1. Fendapet Sawdara tentang kesesuninn persyaratan pelaysnan dengsn jenis pelagpansnogs
1. Tidak s=suai 3. Eszuai
2. Eursng sesusi 4. Camrat nesyai
z. Bagmimana pemahaman Saudara t=ntang kemudshan prosedur pelayanam di Balai
Fengukuran Kompetensi Pegawai T
1. Tidsk rrrudan 3. Kucan
1. Kurang mudak q. Zammst rmucan
3. Bagaimana pendapat Sasdara tentang kecepatan waktu dalam membernian pelsryanan
1. Tices c=pat 3. Cepas
2. Kurang cepet 3. Zamzst cepat
4. Bagsaimans pendapst Saudara tentang kewsjaran bisys/tart delsm pedsysnamn
1. Sangat mane 3. Kursh
Z. Cukug mahal 4. Grebs

id

Bzg=imamas pendapst Sawsdara tentang kesesusiam produk  pelzyanan anbara gEng

t=rcanbum dalam standsr IJElﬂ:l!HI'I-II'I HEHEHH mmsil yang diserikan ¥

1. Tic= m=suai 3. Cazuai
. Kurang sesusi 4. Emmzat sesuai
. Eagzamans pendapat Z=zudara  ftentang  kompetsnsidkemampuan  petagas  dalam
pelayamsn T
1. Tidsk kormipeien 3. Komipeten
1. Eursng komaetsn 3. Zamzst komipeten

Sagmimana pendapat Saudars perisky petugss dalam pelayanan terassit kesopaman dam
keramsham *

1. Tic=i sopan dan sk ramen 3. Sopan dmn ramak
I. Eurang sogsn dan Burans i 4. Eamzst sopan osn sangat ramah
E. Bag=imans pandapst Ssudara tenksng kualitss ssrens dan prassrang ¥
1. Buruk 3. Saik
2. Cukup 4. Sar==t baik
- E=geamans pendapst Ssudara tentang panangansn pangsdusn pengpuns lsysnam 7
1. Tidak sda 3. Berfungs kurang mekzmial
L. Ada tet=pi tidsk berfungsi 4. Dikelok dengan baik

Il. KELUHAM DAN SaRGN PERBLIEASRN

Fesima Emib oo brdedroan Squdang sreahin bewnmoes nl maseckon  pang Siberikan sosgold Saeshanga Gog komi
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2. Hasil Olah Data SKM

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT LAYANAN

Unit Felayanan

Eadan Kepegawaian Daerah Dasrah lstimewa Yogquakarta

Alamat JI Jenderal Sudirman Mo, 5 Kota Yogyakarea, O 55233
TelpondF ax [0274) BE2150 [2900-2931), F aksimile, Paw 2903, (0274) 512080
MNRR PER UNSUR PELAYANAN Milai K1
Jenis Pelaganan Jenis
m uz us [ ve [Us | ws | U7 [ us | ug |Levanan
1 2 3 4 ] g 7 & 3 10 1
1. Layanan Informasi Publik 240 peel 4,25 285 | 340 [ 355 | 360 | 400 | 315 26, TE
2. Layanan Fengaduan 320 2,00 3,20 280 | 320 | 320 | 340 | 360 | 2EO0 20,30
3. Layanan Selek.si Tenaga Bantu 321 336 3,36 4.00 336 336 357 | 400 3,50 a7
4. Layanan Informasi Dlata Pegawai 280 380 3,80 4,00 379 | 400 | 400 | 400 378 93,80
B Layanan Femberian Rekomendasi
Surat lzin Perjalanan Dinas ke Luar 367 467 367 4,00 | 3BT [ 36T | 367 | 400 | 333 9167
Lleaeri
& Layanan Fengembangan 333 | 233 | 322 | s@e | 33| 2as | a7 | 3e9 | ase | sers
Eompetensi : : ’ ’ : ’ : : : :
7. Layanan Pindah Wilayah Kerja 337 R 3,34 298 | 344 | 352 | 3EE | 382 | 383 2831
8. Layanan Pemberian Surat lzin
[CutifPerkawinan/Percersianfkepalal 342 R 2580 400 | 342 | 370 [ 392 | 400 [ 376 92,35
1l
9. Layanan Pemberian Prenghargaan
Satyalancana Karya Satya kepada 344 344 322 4,00 306 | 389 | 378 | 400 | 378 906
EhS i
L‘- Layanan Kartu Isteri dan Kartu 37 | 283 | 263 | 400 | 285 | 259 | 2es | 27e | 235 | Goge
(N nall
12. Layanan Dokumentasi Pegawai 250 2475 24,05 4,00 205 | 280 | 375 | 400 [ 326 9144
13, Layanan Penyelesaian SK
Kenaik.an P angk at IS 367 3,20 Rk 4,00 | 340 [ 333 | 367 | 383 333 27,08
14. Layanan Pensiun PMS 240 peel a2 28 d96 | 280 | 356 | 395 [ 24E arig
MFF Unit Layanan = JmINARper | o ye | 5y | 330 | 295 | 248 | 355 | 368 | 283 | a4
Unzur : jml jenis pelayanan
1
MRF tertimbang Unit Layanan = Milai| 0,374 0378 | 0373 | 0434 | 0383 0,391 | 0405 | 0,432 ] 0,375
rata-rata unit laganan dikalikan bobot
nilai rata-rata kertimbang
3,551
IKM Unit pelaganan 53,76
Keterangan - No. |[UNSUR PELAYANAN
-=d. U3 = Unsur-Unsur pelayanan 1 [Persyaratan
-NER = Milairata-rata Uz [Frosedur
- K = Indek= Kepuasan Masyarak.at 3 | 'wWaktu Pelayanan
-7 = Jumlah MER KM tertimbang U4 [Biayal Tarif
- = Jumlah MRR Tertimbang x 25 U5 [Produk Layanan
MNER Fer Unsur Felayanan = Mlilai Fata-rata per unsur per jenis layanan | UE | Kompetensi Pelaksana
[berdaszark.an perhitungan KM jenis layanan] U7 | Perilaku Pelak=ana
Uz Penanganan Pengaduan,
MER Unit Layanan = Mlilai Fiata-rata unit layanan Saran, dan Masuk.an
MER tertimbang Unit Layanan = MRR Unit Layanan ® 0,1 U9 |[SaranadanFrasarana

IKM UNIT PELATANARN 58,76
Mutu Pelayanan :
A [Sangat Baik) ;88,3 - 100,00
B [Eaik] : TB,E1- 88,30
C [Kurang Baik] :BR,00 - 7EEO
D [Tidak Baik)] 26,00 - B4 9
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAlAN DAERAH
rt:nammum?ff?mé.wmawg

JI. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta, Telepon (0274) 562150 (2900-2931)
Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080
Website: hitp://www.bkd.jogjaprov.go.id; E-mail: bkd@jogjaprov.go.idKode Pos 55233

UNIT PELAYANAN  : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY

ALAMAT - JI Jenderal Sudirman No_ 5 Kota Yogyakarta, DIY 55233
TELP/FAX - (0274) 562150 (2900-2931), Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080
Nilai Total NRR ”"a"hj::t:: :‘:fi{s per
NO UNSUR PELAYANAN Tertimbang per Unsur
. Pelayanan Setelah
Jenis Pelayanan . .
dikonversi
1 Persyaratan 0378 86,185
2 Prosedur 0,378 85,915
3 Waktu Pelayanan 0,373 84.690
4 Biaya/Tarif 0,434 98,712
5 Produk Layanan 0,383 87,058
6 Kompetensi Pelaksana 0,391 88815
7 Perilaku Pelaksana 0,405 92.083
Penanganan Pengaduan, 0.432 98 183
8 Saran, dan Masukan ' '
g Sarana Prasarana 0375 85,282
Jumilah Nilai Total NRR
tertimbang per unsur jenis 3,551
pelayanan
Nilai NRR setelah konversi 68,763
SKM Unit Pelayanan 88,76
Mutu Pelayanan A
Kinerja Unit Pelayanan SANGAT BAIK




3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)

. DIRGXTAYU

Satpam mempersilakan tamu masuk ke ruang Penyambutan tamu yang datang oleh resepsionis
pelayanan

Proses pelayanan dilakukan oleh petugas Proses pengambilan data SKM
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4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya (Contoh Template

Laporan)

{EPUASAN MASYARAKAT

No. 56 Yogyakarta
2000-2931, Fax. Ext. 2903
-bkd.jogjaprov.go.id
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang
berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna
layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan
salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas
partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah
merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan
publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen
tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan
pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong
partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi
lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur

kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk
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mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah DIY perlu
menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses continuous improvement
dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan

kualitas pelayanan publik.
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BAB II
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Badan Kepegawaian Daerah DIY periode (2022)
menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat

terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (2022)

No. Unsur SKM IKM Mutu Layanan
1 Persyaratan 86,098 B
2 Prosedur 86,473 B
3 Waktu Pelayanan 84,885 B
4 Biaya/ Tarif 98,415 A
5 Produk spesifikasi jenis layanan 88,970 A
6 Kompetensi Pelaksana 88,363 A
7 Perilaku Pelaksana 90,744 A
8 Sarana Prasarana 91,541 A
9 Penanganan Pengaduan, Saran, dan

Masukan 90,949 A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan
intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu
disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah.
Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti
dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur
dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat

terlihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

Pegawai, Layanan
Penyelesaian  SK
Kenaikan Pangkat
PNS, Layanan
Pensiun PNS

diperlukan dalam
memberikan
layanan

No | Jenis Pelayanan Prioritas Program Waktu Penanggung
Unsur /Kegiatan TW |[TW | TW | TW Jawab
| | i v

1 Layanan Informasi | 1. Prosedur Meninjau v Auditor
Publik, Layanan prosedur  yang internal
Pengaduan, sudah dijalankan
Layanan  Seleksi melalui
Tenaga Bantu, mekanisme audit
Layanan Informasi internal
Data Pegawai,
Layanan
Pemberian
Rekomendasi
Surat Izin
Perjalanan Dinas .
keJLuar Negeri, Fl\)/(leergzz:)aa:arw Tim Mutu
Layanan 2. Persyaratan layanan yang v dan Unit
Pengembangan mengalami layanan
Kompetensi, ‘ perubahan terkait
{‘IS?{:;‘:E P:(”;J?ah’ persyarz.:\ta?n .dan
Layanan mensosialisasika
Pemberian Surat nnva
Izin
(Cuti/Perkawinan/ )
Perceraian/Kepala Menge\'/aluag
Desa/Perangkat 3. Waktu kembali Standar Tim Muty
Desa), Layanan Pelayanan Waktu Layanan V| dan Unit
Pemberian yéng ) layanan
Penghargaan dicantumkan di terkait
Satyalancana standar
Karya Satya Pelayanan  dan
kepada PNS, mer.nberikan
Layanan Kartu penjelasan pfada
Isteri dan Kartu calon Penerima
Suami, Layanan layanan tentang
Dokumentasi waktu yang
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REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

BAB Il

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No Rencana Tindak Lanjut Apakah RTL Telah Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi Kegiatan Tantangan/
Ditindaklanjuti (Mohon Dijabarkan) Hambatan
(Sudah/Belum)

1 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 2> sudah Telah dilakukan audit

Meninjau prosedur yang sudah

dijalankan melalui mekanisme audit

internal

internal pada tahun
2022

AUDIT SURVEILLANCE
. 1001:2015 TAHUN 2022

Audit eksternal BKD DIY Tahun
2022

1S0:

24



Persyaratan > Memperbaharui sudah Telah dilakukan Wend @i
persyaratan layanan yang mengalami pembaharuan .
perubahan persyaratan dan persyaratan layanan
mensosialisasikannya dan perubahan t801 BOE EBD!
persyaratannya dengan
melakukan review
standar pelayanan — s
kemudian melakukan e .
penyusunan dokumen 1= ™V =
standar pelayanan
Ll W /
¢
Pengiriman dokumen standar
pelayanan ke Biro Organisasi Setda
DIY melalui email
Waktu Pelayanan - Mengevaluasi sudah Telah dilakukan s

kembali Standar Waktu Layanan yang
dicantumkan di Standar Pelayanan dan
memberikan penjelasan pada calon
Penerima layanan tentang waktu yang
diperlukan dalam memberikan layanan

perubahan prosedur
pada standar
pelayanan yang dimuat
dalam Dokumen
Standar Pelayanan,
sosialisasi melalui
social media

¢ B08 806 BD:

Pniiman dokumen standar
pelayanan ke Biro Organisasi Setda
DIY melalui email
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BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat

ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Badan Kepegawaian Daerah DIY telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut
sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah
rencana tindak lanjut X 100%).

2. Tidak terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti.

Yogyakarta, 4 September 2023

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY

M -'Ami'n Purwani, S.H., M.Ec.Dev.

/’f NIP. 196807131998032003

26



